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PUTUSAN
Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Spn

S,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah

menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX, tempat tinggal di RT.06, Desa XXXXX XXXXX,
Kecamatan XxXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXX XXXXX, Provinsi

XXXxX, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kelurahan XXXXxxxx
XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXX XXXXX,
Provinsi xxxxx (sebelah xxxxx XxxxxxxX), sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024,
telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara E-Court di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan Register Nomor
417/Pdt.G/2024/PA.Spn, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai
berikut :
1. Bahwa pada 25 Mei 2022 Penggugat dan Tergugat melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan
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Agama (KUA) Kecamatan Tanah Kampung, XXXX XXXXXX XXXXX,
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor
0053/014/V/2022 dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Tanah Kampung,
XXXX XXXXXX XXXXX, pada tanggal 25 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami istri di rumah Kontrakan di Desa XXXxXxXxx XxxxX, Kecamatan Xxxxxx
XXXXXXX, XXXX XXXXXX XXXXX, Provinsi xxxxx, sampai dengan Penggugat dan
Tergugat berpisabh;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pernah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum
dikaruniai anak;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
baik, namun sekitar tahun 2024 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan percekcokan sehingga rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekcokan antara Penggugat
dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh;
5.1.Tergugat dan Penggugat sering ribut masalah eknomi yang mana
Tergugat jarang terbuka masalah keuangan bahkan Tergugat malas
dalam bekerja;

5.2.Tergugat jarang peduli dan perhatian terhadap Pengguat sehingga
Penggugat merasa kurang dihargai sebagai seorang istri;

5.3.Tergugat suka dekat dengan perempuan lain bahkan Tergugat memiliki
hubungan yang erat dengan perempuan tersebut;

5.4.Tergugat tidak memberikan nafkah baik itu nafkah batin maupun nafkah
lahir selama kurang lebih 6 bulan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan percekcokan antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 dikarenakan Penggugat sudah tidak
sanggup lagi dengan perilaku Tergugat setelah kejadian tersebut
Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan

kewajiban sebagaima layak suami istri selama 6 bulan;
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7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di lakukan upaya damai
oleh pihak keluarga, namun Tergugat tidak mau merubah perilaku
Tergugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam
membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu
pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang terjadi atas
perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat

telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/014/V/2022, tanggal 25 Mei 2022,
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Tanah Kampung, XXXX XXXXXX XXxxX, telah diberi meterai

cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Aur Duri, Kecamatan XxxXxx
XXXXXX,  XXXX  XXXXXX  XXXXX, Provinsi xxxxx, saksi adalah teman
Penggugat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut:

— Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami
istri yang menikah pada bulan Mei 2022;

— Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah
kontrakan di Desa XXXXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXXX, XXXX
XXXXXX XXXXX, Provinsi xxxxx;

— Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak;

— Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2024 sudah tidak
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
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disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat malas
bekerja sehingga jarang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah
tangga serta Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;

— Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat
dengan Tergugat bertengkar;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan
Mei 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

— Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Penata rias, bertempat tinggal di Desa Sumur Anyir, Kecamatan Xxxxxx
XXXXXXX, XXXX XXXXXX XXXXX, Provinsi xxxxx, saksi adalah tante
Penggugat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut:

— Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami
istri sah yang menikah pada bulan Mei 2022, namun belum dikaruniai
anak;

— Bahwa selama berumah tangga keduanya tinggal bersama di rumah
kontrakan di Desa XXXXXXXX XXXxX, Kecamatan XXXXXX XXXXXXX, XXXX
XXXXXX XXXXX, Provinsi xxxxx;

— Bahwa sepengetahuan Saksi pada mulanya keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal
tahun 2024 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang
kurang, Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah
untuk kebutuhan rumah tangga serta Tergugat juga berselingkuh
dengan perempuan lain;

— Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat
dengan Tergugat bertengkar;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan
Mei 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

— Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan
dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan
bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga
tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam
surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan
Penggugat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang
menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran
Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan
oleh undang-undang, maka Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat
telah sejalan dengan maksud Pasal 145 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya memberikan
nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan
keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian
maksud yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di

persidangan, maka perkara a quo termasuk sengketa yang dikecualikan
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kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
sejak awal tahun 2024 yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang,
Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah untuk kebutuhan
rumah tangga serta Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, dan
puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024 yang berakhir dengan pisah
rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
yang menjadi pokok masalah adalah apakah telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi
sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara sah pada tanggal 25 Mei
2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana
ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat
dan sebelum memberikan keterangannya secara sendiri-sendiri telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur
dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai gugatan
Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai
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perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang

berakibat pisah rumah sejak bulan Mei 2024, oleh karena itu keterangan kedua

orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian
tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada
tanggal 25 Mei 2022, namun belum dikaruniai anak;

— Bahwa sejak awal tahun 2024 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus yang disebabkan
karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat malas bekerja sehingga
jarang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga serta Tergugat juga
berselingkuh dengan perempuan lain;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sampai sekarang
tidak pernah tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2024;

— Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat melalui musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus
dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak
awal tahun 2024, yang disusul dengan perpisahan antara keduanya sejak bulan
Mei 2024 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut
menyebabkan timbul rasa tidak suka yang memuncak dari Penggugat kepada
Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban
sebagai seorang istri yang solihah, sehingga mengakibatkan kebencian dan

dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah
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memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
beserta Penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab
Al-Muhazzab, Juz Il halaman 82 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim

sebagai berikut:
b ol e glb 5,5 &3l A5 oo szl B,

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka

hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim
memandang karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
rukun dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga
yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri
dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu,
sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang
dijatuhkan adalah talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa
alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan
tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dianggap
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada
hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15
Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.l., M.H., sebagai
Hakim Tunggal, berdasarkan surat pemberian izin bersidang dengan Hakim
Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung R.l., nomor 156/KMA/HK.05/11/2018,
tanggal 16 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh
Drs. DAHKIR, A., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.l., M.H.

Panitera Sidang

Drs. DAHKIR, A.
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Rincian biaya :

— Biaya Pendaftaran - Rp.30.000,00
— Biaya Proses : Rp.75.000,00
— Biaya Panggilan 1 Rp.34.000,00
— Biaya PNBP : Rp.20.000,00
— Biaya Redaksi : Rp.10.000,00
— Biaya Meterai : Rp.10.000,00

Jumlah : Rp.179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
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